
Menimbang

BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 24 TAHUN 2OIO

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BINTAN NOUOR 4 TAHUN 2O1O

TENTANG PEDOTAN UUUU
PENGGUNAAN DANA ALO]GSI KHI'SUS DESA' KELURAHAN

TAHUN ANGGARATII2OlO

DENGAN RAHTAT TUHAN YAilG TA}IA ESA

Mengingat : 1.

BUPATI BIITTAI{,

bahwa untuk percepatan pehksanaan kegiatan Dana Alokasi
Khusus Desa / Kelurahan telah diabkasikan penambahan
dana pada APBDP Tahun Anggaran 2010.;

bahwa sehubungan pengesahan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Derah Kabupaten Bintran Tahun
Anggaran 2010 berdekatan dengan berakhimya Tahun
Anggaran 20i0, rnaka leriraciap pencairan DAK
Desa/Kelurahan perlu dilakulcan perubahan

bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Penaturan Bupati
Binatan tentang Perubahan PeraUran Bupati Bintan No. 4
TAhun 2010 Tentiang Pedonran Umum Penggunaan Dana
Alokasi Khusus Desa / Kelurahan Tahun Anggaran 2010.

Undang undang Nomor 12 Tahun 1956 tentrang
Pembentukan Daerah Otonom lGbupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (
Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1956 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negana Nonror 3896 );

Undang undang Nomor 25 Tahun 2402 tentang
Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau ( Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4237');

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2A04 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4r''37\ sebagaimana telah diubah
dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 109,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

b.



4.

5.

7.

8.

9.

Undang undang Nomor 25 Tahun 2004. tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun z00r Nomor 1O4,

Tambahan Lembaran Negara Nomor a421);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor
158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4588);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tenbng
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembanan Negara
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi
Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau ( Lembaran
Negaia Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4605 );

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antiara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2007 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4737 \;

10. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 15 Tahun 2006
tentang Jenis dan Bentuk Prduk Hukum Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
Kelurahan; (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2008 Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah
Kabupaten Bintan; (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan
Tahun 2008 Nomor 5);
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyerahan
Urusan Pemerintahan Kabupaten Bintan kepada
Pemerintahan Desa ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor
11 );

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Keuangan
Desa ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13 );

Peraturan Daerah lGbupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2010
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belania
Daerah lGbupaten Bintan Tahun Anggaran 2010 ( Lembaran
Daerah Tahun 2010 Nomor 8 );

14.

15.

16.



17. Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2010 ( Deriata Daerah
Tahun 2010 Nomor 23);

iienetapkan

MEUUTUSI(AN ;

: PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PERUBAHAN

PERATURAN BUPATI BINTAN NOIIOR 4 -TAHUN 
2O1O

TENTANG PEDOTIAN UMUM PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS DESA DAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2O1O

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman

Umum Penggunaan Dana Alokasi Khusus Desa dan Kelurahan Tahun Anggaran

2010 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam pasal 6 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan (4),

sehingga keseluruhan ketentuan pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6
(1) Proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis sesuai dinilai layak dan

diajukan kepada Bupati untuk memperoleh persetuiuan;

(2) Setelah diperoleh persetujuan Bupati maka dilakukan pencairan dengan

trahap - tahap, sebagai berikut :

a. Pencairan dana Tahap I ( pertama ) sebesar 60% dari Alokasi Dana;

b. Peneiran dana Tahap ll ( kedua ) sebesar 407o dari Alokasi Dana jika

Dana Tahap I sudah terserap minimal 907o dan telah

dipertanggungjawabkan ke Bendahara Bantuan Keuangan Desa pada

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah ( DPPKD )

Kabupaten Bintan, dilampiri Surat Pernyataan Kesanggupan

Menyeleaikan Pekerlaan ( SKMP ) yang ditrandatangani oleh TPK dan

Kepala Desa / Lurah diketahuioleh Camat
c. Jika dana telah terswap 100% dan kegiatan telah diserah terimakan

kepada masyaralet maka paling lama 1 (satu) bulan setelah jadwal

musyawarah Desa I t(durahan, TPK membuat laporan akhir kegiatran;

d. Penyaluran dana kepda TPK seblah Lurah / Kepala Desa menerima

dana dari DPPKD rnelaluibanshr rekening Desa / Kelurahan.

(3) Khusus untuk Pelaksanaan kegiatan DAK pada Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belania Daerdr Tahun Ar4ganan 2010 mengingat waktu

pelaksanaannya sangat singld, maka unfuk pencairan dana tahap ll
(kedua) dapat dicairkan setdah nrebqgkapi SPJ dana tahap I (pertama)

sebesar (60%).

(4) Batas akhir pngajuan Elrap ll (kedua) sebesar ( 40o/o ) kepada DPPKD

sampai dengan tanggal 15 Desember 2010.



Pasal ll
Peraturan Bupati ini mulai berbku pada tanggalditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Bintan.
Ditetapkan di Kijang
Pada tanggal 12 - ra - 22/2

Diundangkan di Kijang
pada tanggal

BERITA DA

DAERAH
BINTAN

PATEN BINTAN TAHUN 2A1o NOMOR , ?

,6'
>/
HF


